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KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat-Nya modul berjudul
Materi 3: Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, dapat diselesaikan. Terima kasih kami
sampaikan atas peran masukan dari berbagai pihak dan melalui pembahasan yang
intensif dengan para Widyaiswara lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ -
LKPP.

Penyusunan modul “Pelaku Pengadaan Barang/Jasa” untuk Pelatihan PBJP
Tingkat Dasar Versi 4 berdasarkan pada Surat Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan PBJ Nomor 8116/Pusdiklat/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Tim
Penyusun Program Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4.

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan
para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen
dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan
Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan
turunannya.

Modul ini disusun oleh Vina Da'watul Aropah, kami sampaikan terima kasih
dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan LKPP dan semua pihak yang
memberikan sumbangsih masukan konstruktifnya. Diharapkan modul ini dapat
membantu para peserta pelatihan dalam memahami Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa sehingga dalam pengelolaannya lebih profesional. Modul ini
diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan
pelatihan tersebut.

Masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk
kesempurnaan penulisan modul. Demikian modul ini dibuat semoga bermanfaat

Jakarta, Agustus 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa

Hardi Afriansyah
NIP. 196904212002121001
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

A. Petunjuk Bagi Peserta
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal bagi peserta, maka modul
ini digunakan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Peserta membaca dan memahami dengan saksama uraian-uraian materi
dalam modul ini. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat bertanya
pada Widyaiswara/Fasilitator/Narasumber yang mengampu kegiatan belajar.

2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) yang ada dalam modul ini, untuk
mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi

yang akan dibahas dalam kegiatan belajar.

B. Petunjuk Bagi Widyaiswara/Fasilitator

Dalam setiap kegiatan belajar Widyaiswara/Fasilitator harus:

1. Membaca dan memahami isi modul ini.

2. Menyusun bahan ajar dan skenario pembelajaran untuk mata pelatihan dalam
modul ini.

3. Membantu peserta dalam merencanakan proses belajar.

4. Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam
tahap materi dalam modul.

5. Membantu peserta dalam memahami konsep, praktik dan menjawab
pertanyaan peserta mengenai proses belajar

6. Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain
yang diperlukan untuk belajar.

7. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka upaya penciptaan kerja melalui perlindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan
ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat
dan percepatan proyek strategis nasional, Pemerintah menetapkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai langkah konkrit
pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Undang-Undang tersebut erat
kaitannya dengan Pengadaan Barang/Jasa terutama dalam menggerakan
perekonomian dan pelayanan publik.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 kemudian diubah pertama kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, khususnya dalam hal pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi
yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dengan tujuan untuk kemudahan berusaha. Salah satu
perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah Pasal 8
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yaitu dengan menghapus peran Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PjPHP).

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan bagaimana keterlibatan para pihak
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa baik melalui swakelola maupun penyedia
merupakan faktor penting dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Pembagian tugas dan kewenangan pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah menjadi sangat penting pada Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh Kkegiatan Pengadaan
Barang/Jasa dengan alokasi belanja Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, modul ini disusun untuk memberikan penjelasan
dan pengetahuan kepada peserta pelatihan tentang pengadaan barang/jasa

Pemerintah khususnya terkait pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Materi 3: Pelaku PBJ | 1
Versi 4, 2021



Pembahasan modul dimulai dengan tugas dan kewenangan para pelaku
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana tujuan pengadaan ditetapkan

secara spesifik dan selaras dengan tujuan organisasi.

B. Deskripsi Singkat

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihak yang terlibat dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa baik melalui swakelola maupun penyedia sesuai
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya. Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri dari
PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan/
Penyelenggara Swakelola dan/atau Penyedia.

Metode yang digunakan dalam pembelajaran blended learning/full e-
learning dalam materi ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi,
tanya jawab, dan brainstorming. Media pembelajaran yang digunakan dalam
pembelajaran blended learning/full e-learning antara lain aplikasi PPSDM sebagai
learning management system, modul, slide bahan tayang, papan tulis/white board,
papan flipchart, LCD, komputer/laptop/multimedia lain, sound system, media
pembelajaran lain yang diperlukan. Alokasi waktu untuk materi ini yaitu 2 JP

Pembelajaran Mandiri dan 2 JP Pembelajaran Tatap Muka.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu

menjelaskan terkait pelaku pengadaan barang/jasa

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan:

a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab para pelaku pengadaan barang/jasa
b. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA);
c. Tugas dan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
d. Tugas dan Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
e. Tugas dan Persyaratan Pejabat Pengadaan;
f. Tugas dan Persyaratan Pokja Pemilihan;
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Materi 3: Pelaku PBJ | 2
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g. Tugas dan kewenangan Agen Pengadaan;
h. Tugas Penyelenggara Swakelola; dan

i. Persyaratan dan tanggung jawab Penyedia.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
Materi yang akan dibahas di dalam modul ini adalah tentang tugas dan
kewenangan pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
1. Pengguna Anggaran (PA);
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Pejabat Pengadaan (PP);

Agen Pengadaan,;

2

3

4

5. Pokja Pemilihan;
6

7. Penyelenggara swakelola;
8

Penyedia.
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BAB I
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

flndikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat\
menjelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab para pelaku PBJ
yaitu tugas dan wewenang PA, tugas dan wewenang KPA, tugas dan
persyaratan PPK, tugas dan persyaratan Pejabat Pengadaan, tugas
dan persyaratan Pokja Pemilihan, tugas dan kewenangan Agen
Pengadaan, tugas Penyelenggara Swakelola, dan persyaratan dan

K tanggung jawab Penyedia j

A. Uraian Materi

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihak yang terlibat dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa baik melalui swakelola maupun penyedia sesuai
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
Pengguna Anggaran (PA)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pengadaan (PP)
Pokja Pemilihan
Agen Pengadaan
Penyelenggara Swakelola

© N o o b~ W hBE

Penyedia

1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Untuk APBN yang
bertindak selaku PA adalah Menteri/Kepala Badan/Kepala Lembaga, sedangkan
untuk APBD yang bertindak selaku PA adalah Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (Contoh: Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Camat).

PA memiliki tugas dan kewenangan yaitu:

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang

ditetapkan;
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Menetapkan perencanaan pengadaan;
Menetapkan dan mengumumkan RUP;

Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

-~ ® 2 o

Menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal,

Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

> @

Menetapkan PPK;

Menetapkan Pejabat Pengadaan;

j.  Menetapkan Penyelenggara Swakelola;

k. Menetapkan tim teknis yang dibentuk dari unsur
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan
masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh
tahapan Pengadaan Barang/Jasa;

l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes

m. Menyatakan Tender/Seleksi gagal dalam hal terjadi korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;

n. Menetapkan pemenang pemilihan atau calon Penyedia untuk metode

pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran
paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau

2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam pelaksanaan tugasnya, PA pada pengelolaan APBN dapat
melimpahkan kewenangan kepada KPA sesuai dengan peraturan perundang
undangan, sedangkan PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan

kewenangan huruf a sampai huruf g kepada KPA.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pelaksanaan APBN adalah pejabat

yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
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tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang

bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pelaksanaan APBD adalah pejabat

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna

Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

KPA memiliki tugas dan kewenangan yaitu:

Melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA;

b. Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;

Dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait

dengan:

1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja; dan/atau

2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggara belanja
yang telah ditetapkan.

Dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari

APBD, dapat merangkap sebagai PPK.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan

oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang

dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja

daerah. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai PPK yaitu:

a. Memiliki integritas dan disiplin;

b. Menandatangani Pakta Integritas;

c. Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau jika
belum memiliki sertifikat kompetensi wajib memiliki Sertifikat Keahlian
Tingkat Dasar atau Standar Kompetensi level-1 sampai dengan 31
Desember 2023;

d. Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) atau paling kurang
golongan lll/a atau disetarakan dengan golongan lll/a;

e. Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan; dan
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f. Dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan
pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas yaitu:

a. Menyusun perencanaan pengadaan;

b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

d. Menetapkan rancangan kontrak;

e. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia,
g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

h. Melaksanakan E-purchasing wuntuk nilai paling sedikit di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
i. Mengendalikan Kontrak;
j.  Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA,;

Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA
dengan berita acara penyerahan;

. Menilai kinerja Penyedia;
menetapkan tim pendukung;

menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

© ©o =5 3

menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Posisi PPK saat ini dituntut untuk semakin profesional dan terbebas dari
intervensi berbagai kepentingan. Tidak ada lembaga pemerintah yang dapat
melakukan perikatan/perjanjian dengan pihak lain yang dapat berakibat terjadinya
pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah tanpa melalui Pejabat Penandatangan Kontrak. Akibatnya
harus diakui bahwa skala pekerjaan PPK sangat luas dan cukup rentan dengan
masalah hukum yang terkait dengan pelaksanaan kontrak. Sehubungan dengan
beban tugas pekerjaan PPK, maka perlu dibuat suatu pengelompokan
berdasarkan manajemen proyek dalam mengelola suatu kontrak pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa. Beban tugas pekerjaan pada manajemen proyek dari

yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Lebih lanjut pengelompokan
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beban tugas pekerjaan PPK disusun agar kompetensi yang dimiliki PPK sesuai
dengan pekerjaan yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, pengelompokan
PPK dapat dibagi menjadi beberapa tipe PPK dengan masing-masing ruang
lingkup pekerjaan.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai PPK.
Penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai PPK memperhatikan
kesesuaian antara jenjang jabatan dengan tipologi PPK, yaitu:

a. Pengelola PBJ Madya ditugaskan sebagai PPK Tipe A,
b. Pengelola PBJ Muda ditugaskan sebagai PPK Tipe B; dan
c. Pengelola PBJ Pertama ditugaskan sebagai PPK Tipe C.

Tipe PPK disusun berdasarkan ruang lingkup tahapan pengelolaan kontrak
yang dilihat dari tingkat kompleksitas. Tipe PPK ditetapkan mulai dari tingkat
kompleksitas pengelolaan kontrak yang sederhana sampai dengan kompleks.
Hubungan tipe PPK dan pengelolaan kontrak sebagaimana digambarkan pada
Gambar 2.1.

Sederhana Kompleks
PROJECT MANAGEMENT

Gambar 2.1 Tipe PPK

Tahapan pengelolaan kontrak meliputi:  Perencanaan (Planning),
Pengorganisasian  (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), Pengendalian
(Controlling) atau dikenal dengan POAC. Tipe PPK mempertimbangkan azas
kemanfaatan (deliverables) terhadap operasional, pencapaian visi misi, dan tujuan
organisasi. Penyusunan tipe PPK ini bukan merupakan suatu penjenjangan tetapi

berupa pengklasifikasian berdasarkan skala pekerjaan PPK.
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a. Kriteria Tipe PPK

1) PPK Tipe A
PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak
yang kompleks, yaitu yang memiliki risiko tinggi, memerlukan teknologi
tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, menggunakan
penyedia jasa asing, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis
bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan
Barang/Jasa.

2) PPKTipe B
PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak
yang umum atau lazim ada dalam suatu organisasi, namun tidak
termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana.

3) PPKTipe C
PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak
sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau

berulang/repetisi.

Dalam hal pada suatu instansi/unit kerja tidak terdapat Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kesesuaian antara jenjang dengan
tipologi PPK tersebut, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan
sebagai PPK pada tipe yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat dibawahnya
dan/atau satu tingkat di atasnya.

Salah satu tugas PPK adalah melakukan penilaian kinerja Penyedia
Barang/Jasa (penilaian kinerja). Penilaian kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui
aplikasi SIKaP. Penilaian Kinerja merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur
kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan. Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas
barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia. Penilaian didasarkan pada kinerja
Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah
ditetapkan dalam kontrak.

PPK melakukan Penilaian kinerja sebagai bentuk pembinaan terhadap
Pelaku Usaha. PPK melakukan penilaian kinerja atas pelaksanaan pekerjaan

yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai
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dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada. PPK
melakukan Penilaian Kinerja setelah:

a. Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui
Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Serah Terima
Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa
pemeliharaan/garansi;

b. PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak
dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau

c. PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.

Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau tim pendukung. Penilaian Kinerja
pada e-Purchasing melalui Toko Daring dilakukan berdasarkan syarat dan
ketentuan yang berlaku pada masing-masing Toko Daring.

Hasil Penilaian Kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam proses
pengadaan. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap kinerja Penyedia.

Pada Pemerintah Daerah, PA/KPA menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK pada huruf a) sampai dengan
huruf m). Definisi PPTK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan
dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. PPTK merupakan Pegawai
ASN yang menduduki jabatan struktural yang memiliki kemampuan manajerial dan
berintegritas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Apabila tidak terdapat Pegawai
ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat
fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. PPTK
yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK
dengan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi PPK.

Selain melaksanakan tugas di atas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan
kewenangan dari PA/KPA meliputi :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

dan
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b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam penetapan penugasan, pegawai yang ditugaskan sebagai PPK tidak
boleh dirangkap oleh:
a. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau
Bendahara;
b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan

Barang/Jasa yang sama;

4. Pejabat Pengadaan (PP)

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel
yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Pejabat Pengadaan wajib dijabat
oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi
Pengadaan Barang/Jasa. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan merupakan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di
lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sumber Daya Pengelola
Fungsi Pengadaan terdiri atas:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
b. Personel Lainnya
Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan
sebagai Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan yaitu:
a. Memiliki integritas dan disiplin;
b. Menandatangani Pakta Integritas
c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau
d. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat

Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan.

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
mempunyai tugas yaitu:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
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3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pemenuhan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Apabila jumlah Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum
mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa,
maka pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang
memiliki sertifikat' kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level- 1 di
bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pengadaan dapat dikecualikan dari Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa untuk Kementerian/Lembaga apabila:

1. Nilai atau jumlah paket pengadaan di Kementerian/Lembaga tidak
mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per
tahun bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau

2. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh
prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Pejabat Pengadaan yang bukan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa,
maka dilakukan oleh Personil Lainnya dan wajib memiliki sertifikat kompetensi
Pejabat Pengadaan. Apabila Personel Lainnya tersebut belum memiliki sertifikat
kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan, maka wajib memiliki sertifikat
Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level- 1.

Personil lainnya adalah personil selain Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa yaitu Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk rnelaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
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Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

5. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah

sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia. Pokja Pemilihan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.
Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan merupakan sumber daya manusia
yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sumber Daya Pengelola Fungsi
Pengadaan terdiri atas:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan

b. Personel Lainnya

Pegawai yang ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan memenuhi persyaratan
yaitu:
a. Memiliki integritas dan disiplin;
b. Menandatangani Pakta Integritas;
c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa,
d. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat
Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan; dan/atau

e. Dapat bekerja sama dalam tim

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai
tugas yaitu:
a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-
purchasing dan Pengadaan Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui
metode Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah);
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c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui
metode Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang
bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran
paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tipe Pokja Pemilihan disusun berdasarkan ruang lingkup pekerjaan Pokja
Pemilihan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembagian Pokja Pemilihan didasarkan
pada tingkat kompleksitas dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

a. Pokja Pemilihan Umum adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas
Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses
yang tidak sederhana dan tidak kompleks; dan

b. Pokja Pemilihan Khusus adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas
Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses
yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik.

Ruang lingkup pekerjaan Pokja Pemilihan Khusus yaitu :

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia yang
memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik, seperti: pengadaan pekerjaan
terintegrasi, Tender/Seleksi Internasional, dan/atau Pengadaan Badan
Usaha Pelaksana Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha, kecuali E-
purchasing dan Pengadaan Langsung; dan

b. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

dan
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2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang. Pokja Pemilihan ditetapkan
dan melaksanakan tugas untuk setiap paket pengadaan. Dalam hal berdasarkan
pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat
ditambah sepanjang berjumlah gasal dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga abhli.

Pokja Pemilihan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Menyusun rencana aksi pemenuhan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Apabila jumlah Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum
mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana maka pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan
ketentuan:

a. Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan

b. Anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi,
dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan

Barang/Jasa.

Apabila Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah belum  memiliki
Pengelola pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan sehingga Pokja
Pemilihan tidak dapat dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka
sampai tersedianya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan tugas pokja
Pemilihan dilaksanakan oleh

a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat
keahlian tingkat dasar/level- 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

b. Agen Pengadaan.

Pokja Pemilihan dapat dikecualikan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

untuk Kementerian/Lembaga apabila:
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a. Nilai atau jumlah paket pengadaan di Kementerian/Lembaga tidak
mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per
tahun bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau

b. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh
prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Pokja Pemilihan yang bukan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka
dilakukan oleh Personil Lainnya dan wajib memiliki sertifikat kompetensi Pokja
Pemilihan. Apabila Personel Lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di
bidang Pengadaan Barang/Jasa, maka wajib memiliki sertifikat Pengadaan
Barang/Jasa tingkat dasar/level- 1.

Personil lainnya adalah personil selain Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa yaitu Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional
Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk rnelaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

6. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi
kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak
pemberi pekerjaan.

Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis (sama persis) dengan
tugas Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan. Ketentuan lebih lanjut
mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Agen Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah digunakan
dalam hal:

a. Satuan kerja yang tidak didesain untuk Pengadaan Barang/Jasa; Contoh

satuan kerja: sekolah, puskesmas, kantor camat
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b. Aspek struktur dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
yang kecil yang mana Sumber Daya Manusia difokuskan untuk tugas pokok
dan fungsi utama sehingga tidak efektif jika mengelola fungsional
pengadaan;

c. Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk atau Pemerintah Daerah baru
hasil pemekaran;

d. Beban kerja Sumber Daya Manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan
analisis beban kerja;

e. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi
oleh UKPBJ yang tersedia;

f. Apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai
tambah disbanding dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri; atau

g. Meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.

Kriteria untuk menjadi Agen Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yaitu:

a. UKPBJ untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi
persyaratan:

1) Kematangan UKPBJ minimal level 3 (tiga) termuat dalam sistem
informasi kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan
oleh LKPP; dan

2) memiliki Sumber Daya Manusia dengan kompetensi Pengadaan
Barang/Jasa.

b. Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha untuk dapat menjadi Agen

Pengadaan harus memenuhi persyaratan:

1) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun terakhir;

2) Menandatangani Pakta Integritas;

3) Memenuhi syarat melaksanakan usaha di bidang jasa konsultansi;

4) Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

5) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;

6) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi
pidana;

7) Memiliki pengalaman dibidang Pengadaan Barang/Jasa, kecuali untuk
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Badan Usaha yang baru berdiri paling lama 3 (tiga) tahun;

8) Mempunyai Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi
Pengadaan Barang/Jasa; dan

9) Mempunyai Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi teknis
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

c. Pelaku Usaha perorangan untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus

memenuhi persyaratan:

1) Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia berupa Kartu Tanda
Penduduk (KTP);

2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun terakhir;

3) Menandatangani Pakta Integritas;

4) Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

5) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;

6) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi
pidana;

7) Memiliki kompetensi bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan

8) Memiliki pengalaman terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

d. Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa ditunjukkan dengan sertifikat
kompetensi dikeluarkan oleh LKPP dan/atau lembaga lain yang telah

terakreditasi internasional.

Agen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki kewenangan yaitu:

a. Agen Pengadaan berwenang melaksanakan proses pemilihan Penyedia.

b. Proses pemilihan Penyedia dapat secara sebagian atau keseluruhan
tahapan.

c. Agen Pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari
pelaksanaan proses pemilihan Penyedia yang dilaksanakannya.

d. Permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan yang mungkin
ditemukan di kemudian hari oleh Aparat yang berwenang dan/atau Aparat
berwajib.
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7. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan
secara swakelola yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang tidak
bisa dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Tim penyelenggara swakelola
meliputi Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas sebagai berikut :

a. Tim Persiapan memiliki tugas memiliki tugas menyusun rencana kegiatan,
jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

b. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan
melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran.

c. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik

maupun administrasi swakelola.

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas dapat
berasal/ditambahkan dari unsur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kompetensi teknis pekerjaan yang diswakelolakan. Tim Pelaksana
sebagaimana dimaksud diatas untuk kegiatan pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dapat dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan pada Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
yang lain.

Penetapan Tim pada penyelenggara Swakelola ditentukan sesuai dengan
tipe Swakelola yaitu:

a. Swakelola Tipe |

Tipe | yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.

Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas pada swakelola

Tipe | merupakan Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

penanggung jawab anggaran. Penetapan penyelenggara swakelola Tipe |

ditetapkan oleh PA/KPA. PA/KPA yang dimaksud untuk APBN dapat

ditetapkan oleh PA/KPA, sedangkan untuk APBD harus ditetapkan oleh PA.
b. Swakelola Tipe Il

Tipe 1l yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
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Swakelola. Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada swakelola Tipe |lI
merupakan Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung
jawab anggaran yang ditetapkan oleh PA/KPA, sedangkan Tim Pelaksana
Swakelola merupakan Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
lain Pelaksana Swakelola dan ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.
PA/KPA yang dimaksud untuk APBN dapat ditetapkan oleh PA/KPA,
sedangkan untuk APBD harus ditetapkan oleh PA.

c. Swakelola Tipe Il
Tipe Il yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola. Tim Persiapan dan Tim
Pengawas pada  Swakelola  Tipe 11 merupakan Pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
yang ditetapkan oleh PA/KPA, sedangkan Tim Pelaksana merupakan
pengurus/anggota Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
pimpinan organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola. PA/KPA yang
dimaksud untuk APBN dapat ditetapkan oleh PA/KPA, sedangkan untuk
APBD harus ditetapkan oleh PA.

d. Swakelola Tipe IV
Tipe \Y] yaitu Swakelola yang direncanakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan
serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. Tim
Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas pada swakelola Tipe IV
ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Personel pada Tim Penyelenggara yang meliputi Tim Persiapan, Tim
Pelaksana dan Tim Pengawas merupakan pengurus/anggota Kelompok
Masyarakat pelaksana Swakelola dapat dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini.
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Tabel 2.1 Penetapan Penyelenggara Swakelola

Tipe Personil
A Swakelola T'.m I Tim Pelaksana
Persiapan Pengawas
1 | Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
ditetapkan oleh PA/KPA
Pegawai
Pegawai Kementerian/Lembaga/Perang
Kementerian/Lembaga/Per kat Daerah ygng'dltetapkan
2 I : oleh pimpinan
angkat Daerah ditetapkan .
Kementerian/Lembaga/Perang
oleh PA/KPA .
kat Daerah lain Pelaksana
Swakelola
. Pengurus/anggota Organisasi
Pegawali
. Kemasyarakatan yang
Kementerian/Lembaga/Pe , L)
3 1] ditetapkan oleh pimpinan
rangkat Daerah organisasi Kemasyarakatan
ditetapkan oleh PA/KPA 9 M
pelaksana Swakelola
Pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana
4 vV Swakelola yang ditetapkan oleh pimpinan Kelompok
Masyarakat pelaksana Swakelola

Penyelenggara Swakelola untuk Swakelola tipe | dapat berasal dari
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagai
Penyelenggara Swakelola untuk Swakelola tipe Il dan tipe Il dapat berasal dari

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

8. Penyedia

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang rnelakukan usaha
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Penyedia mempunyai tanggung jawab
atas pelaksanaan Kontrak yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hak dan
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak.

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi Penyedia dengan
memperhatikan jenis barang, jasa lainnya, jasa konsultansi Nonkonstruksi,
pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, nilai Pagu Anggaran, dan
ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha pengadaan barang,
jasa lainnya, jasa konsultansi Nonkonstruksi, pekerjaan konstruksi, dan jasa
konsultansi konstruksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
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Dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan
dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif
yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam
proses pemilihan. Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk
memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia mempunyai kemampuan
untuk menyediakan barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi Nonkonstruksi.
Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, dan teknis.

a. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia, meliputi:

1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
kegiatan/usaha,;
(sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Badan Pusat
Statistik) dan sesuai dengan skala usaha (kualifikasi/segmentasi). Nilai
pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) menggunakan kualifikasi/segmentasi usaha kecil kecuali untuk
paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat
dipenuhi oleh usaha kecil dan/atau koperasi.

2) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
Konfirmasi Status Wajib Pajak.

3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang
benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak
yang dibuktikan dengan
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila

dikuasakan); dan

d) Kartu Tanda Penduduk.

5) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
a) tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
b) akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya

praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan

ini.
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c) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

d) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b)
dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

6) Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

b) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi daftar hitam lain;

d) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan
kepentingan;

e) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana;

f) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan
pengurus badan usaha sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil
cuti diluar tanggungan Negara;

g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan;

h) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang
disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa
data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan
maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi
pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama
operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain harus mempunyai perjanjian

konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain.
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8) Kerja sama operasi pada jenis barang, jasa lainnya, jasa konsultansi

Nonkonstruksi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

a) Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha nonkecil;

b) Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha kecil,

c) Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan koperasi;

d) Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil;

e) Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan koperasi; dan/atau

f) Koperasi dengan koperasi.

Evaluasi persyaratan pada angka 8 huruf a) sampai dengan huruf f)

dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja

sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

Dalam melaksanakan KSO, usaha kecil atau koperasi tersebut memiliki

kemampuan di bidang yang bersangkutan. Salah satu badan usaha

anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (lead firm). Lead firm kerja
sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari
badan usaha anggota kerja sama operasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota

dalam 1 (satu) kerja sama operasi:

a) untuk barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi Nonkonstruksi yang
bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan;
dan

b) untuk barang, jasa lainnya dan jasa konsultansi Nonkonstruksi yang
bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

9) Kerja sama operasi pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi
dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

a) Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;

b) Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha
menengah;

c) Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan menengah;

d) Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil;

e) Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil

Evaluasi persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf e dilakukan untuk

setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi.

Kerja sama operasi tidak dapat dilaksanakan oleh:
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a) Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi
usaha kecil; dan

b) Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi
usaha kecil untuk Pekerjaan Konstruksi.

Dalam melaksanakan KSO salah satu badan usaha anggota KSO harus

menjadi pimpinan KSO (leadfirm).

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih

tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi. Kerja sama operasi

dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja
sama operasi:

a) Untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3
(tiga) perusahaan; dan

b) Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5
(lima) perusahaan.

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan

ketentuan:

a) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1
SBU;

b) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar
mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:

a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan
yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai
dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau

b) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang
dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan

salah satu lingkup.

Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan,

meliputi:

1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
kegiatan/usaha;

2) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda

3) Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Materi 3: Pelaku PBJ | 25
Versi 4, 2021



4) mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
5) Konfirmasi Status Wajib Pajak;
6) menyetujui Pernyataan Pakta Integritas; dan
7) menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
a) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
b) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak
yang terkait;
c) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani
sanksi pidana; dan
d) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan

mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

b. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia
1) Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang/Jasa Lainnya Badan
Usaha
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya Badan
Usaha meliputi :
a) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang
1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik
di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak;

(2) penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup
yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu
3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

(3) untuk usaha nonkecil nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun
waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama
dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;

(4) untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan
untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi
dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling
kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/pagu

Anggaran;
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b)

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari
3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari
ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf a) butir (1)
dan (2) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan
peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk

layanan purna jual (jika diperlukan).

2) Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

Badan Usaha

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi

Nonkonstruksi Badan Usaha, meliputi:

a)

b)

c)

Memiliki pengalaman :

(1) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Nonkonstruksi paling
kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak;

(2) Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan
kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik
lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1
(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik
di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak; dan

(3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh)
tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh
persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari

3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa

Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha dan belum memiliki

pengalaman dikecualikan dari ketentuan huruf a) butir (1) sampai

dengan butir (3) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Memiliki sumber daya manusia:

(1) Manajerial; dan
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(2) tenaga kerja (jika diperlukan).

d) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).

3) Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa

Konsultansi NonKonstruksi Perorangan

a) Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya
Perorangan, meliputi:

(1) memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa
lainnya; dan

(2) memiliki tempat/lokasi usaha;

b) Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi
Nonkonstruksi Perorangan, meliputi:

(1) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan
dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis,
dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;

(2) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

(3) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan,
metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa
menggambarkan kesamaan); dan

(4) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh)
tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh
persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

4) Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi Badan

Usaha

Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

b) memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :
SKP =KP -P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)

ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
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P =

(2) untuk usaha non Kkecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada

saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

c) Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)

tahun:

(1)

(2)

Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan
huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket
sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).

Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama,
untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di
atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas

miliar rupiah).

d) Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki

Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai

pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir) dengan

ketentuan:

(1)

)

untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan
sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan; dan
untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub
bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang
disyaratkan. Persyaratan KD untuk paket pekerjaan konstruksi
yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar harus
memperhatikan:

i. Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi sesuai
ketentuan perundang-undangan;

i. Pemilihan pengalaman pekerjaan pada sub bidang
klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan sesuai sub bidang
klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disyaratkan;

iii. Bahwa yang dimaksud dengan 1 (satu) SBU merupakan 1

(satu) sub bidang klasifikasi badan usaha dalam 1 (satu)
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klasifikasi yang sama atau klasifikasi yang berbeda; dan
iv.  Sub bidang klasifikasi badan usaha sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

e) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen
Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya
disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi
Usaha Besar.

5) Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Pekerjaan Konstruksi Perorangan

Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

a) memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang masih berlaku;

b) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;

c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai
total HPS/Pagu Anggaran. Pekerjaan sejenis merupakan pekerjaan
yang memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan,
metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya; dan

d) memiliki tempat/lokasi usaha.

6) Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Konsultasi Konstruksi Badan

Usaha

Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa
konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman
subkontrak.

b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:

(1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau

(2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan
sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup
pekerjaan.

c) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10

(sepuluh) tahun terakhir.
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d) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari
3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari
ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c¢) untuk nilai paket
pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

7) Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Konsultasi Konstruksi

Perorangan

Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

a) memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang masih berlaku;

b) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Jasa Konsultansi
Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di
lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman
subkontrak;

c) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan,
metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa
menggambarkan kesamaan); dan

d) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai

total HPS/Pagu Anggaran.

c. Kemitraan

Dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan yang terlalu luas, atau jenis keahlian
yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh 1
(satu) Penyedia, maka:

1) Diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia saling
bergabung dalam suatu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk
kerja sama lain; dan/atau

2) Diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia atau
konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain Penyedia
untuk menggunakan tenaga ahli asing. Tenaga ahli asing digunakan
sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang
belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani

kegiatan atau pekerjaan. Ketentuan mengenai persyaratan administrasi
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Kemitraan mengacu pada ketentuan Syarat Kualifikasi
Administrasi/Legalitas Penyedia pada penjelasan sebelumnya diatas.

B. Latihan

1. Untuk dapat memahami materi mengenai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa,
Saudara diminta untuk menjelaskan siapa saja para Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa!

2. Apa saja tugas dan kewenangan PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja
Pemilihan dan Penyelenggara Swakelola!

C. Rangkuman
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihak yang terlibat dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa baik melalui swakelola maupun penyedia sesuai
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
1. Pengguna Anggaran (PA)
. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
. Pejabat Pengadaan (PP)

2
3
4
5. Pokja Pemilihan
6. Agen Pengadaan
7. Penyelenggara Swakelola
8. Penyedia
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) pada pelaksanaan APBN adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Sehubungan dengan beban tugas pekerjaan PPK, maka terdapat
pengelompokan PPK menjadi beberapa tipe PPK dengan masing-masing ruang

lingkup pekerjaan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks yaitu
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PPK Tipe A, PPK Tipe B dan PPK Tipe C. PPK Tipe A menangani pekerjaan
dengan kategori Pengelolaan Kontrak yang kompleks, yaitu yang memiliki risiko
tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain
khusus, menggunakan penyedia jasa asing, dan/atau sulit mendefinisikan secara
teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
PPK Tipe B menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak yang
umum atau lazim ada dalam suatu organisasi, namun tidak termasuk dalam
kategori pekerjaan kompleks atau sederhana. PPK Tipe C menangani pekerjaan
dengan kategori Pengelolaan Kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional,
rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel
yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Pokja Pemilihan adalah sumber
daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan
Penyedia. Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan wajib dijabat oleh Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa. Pembagian Pokja Pemilihan didasarkan pada tingkat
kompleksitas dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu Pokja Pemilihan Umum dan
Pokja Pemilihan Khusus. Pokja Pemilihan Umum melaksanakan tugas Pengadaan
Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana
dan tidak kompleks, sedangkan Pokja Pemilihan Khusus melaksanakan tugas
Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang
memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi
kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak
pemberi pekerjaan.

Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan
secara swakelola yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang tidak
bisa dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Tim penyelenggara swakelola
meliputi Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang rnelakukan usaha

dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Penyedia mempunyai tanggung jawab
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atas pelaksanaan Kontrak yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hak dan

kewajiban yang ditentukan dalam kontrak.

D. Evaluasi Materi Pokok
Berilah tanda X pada pilihan A, B, C, atau D!

1. Berikut yang merupakan tugas dan kewenangan dari PA adalah.....

A.
B.

C.
D.

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

menetapkan pemenang tender diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah)

menilai kinerja Penyedia.

menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

2. Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan

dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah adalah definisi dari ...

A. Pejabat Pengadaan

B. Pejabat Pembuat Komitmen

C. Pokja Pemilihan

D. Agen Pengadaan

3. Berikut adalah yang bukan merupakan tugas dari Pejabat Pengadaan
adalah....

A. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

B. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

C. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

D. Melaksanakan E-Purchasing dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
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4. Apabila Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah masih kurang atau belum

memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan, maka

berlaku ketentuan yaitu....

A. Dijabat oleh Personil Lain yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau

sertifikat keahlian tingkat dasar/level 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Dijabat oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang
memiliki  sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat
dasar/level 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pokja Pemilihan tidak harus beranggotakan 3 (tiga) orang sehingga tugas

Pokja Pemilihan dapat tetap berjalan

D. Pejabat struktural yang tersedia merangkap sebagai Pokja Pemilihan

5. Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola merupakan Pegawai

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran yang

ditetapkan oleh PA/KPA, sedangkan Tim Pelaksana merupakan

pengurus/anggota Organisasi Kemasyarakatan merupakan Penyelenggara

Swakelola Tipe....

A.

B
C
D

Penyelenggara Swakelola Tipe |

. Penyelenggara Swakelola Tipe Il

Penyelenggara Swakelola Tipe Il

Penyelenggara Swakelola Tipe 1V

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok

yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar,

kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan

anda terhadap materi pokok.

Rumus:

Tingkat Penguasaan =

Y Jumlah yang benar

x 100%

2 Jumlah yang salah

Arti tingkat penguasaan yang anda capai:

100% = baik sekal
80% = baik
0-60% = kurang
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Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus ! Berarti Anda
telah memahami materi pokok pada BAB IlI. Tetapi bila tingkat penguasaan anda
masih di bawah 80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok pada BAB II

terutama bagian yang belum anda kuasai.
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BAB Il
PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 merupakan bentuk tindak lanjut
dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka
penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya
bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk
kemudahan berusaha. Faktor penting dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah adalah Pelaku Pengadaan

Modul Pelaku Pengadaan Barang/Jasa memperkenalkan tentang siapa saja
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari PA, KPA, PPK, PP, Pokja
Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara swakelola dan Penyedia dan
bagaimana tugas, kewenangan dan persyaratan para Pelaku Pengadaan

Barang/Jasa tersebut dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

B. Implikasi
Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan dapat memahami
khususnya dapat menjelaskan atau menerangkan dan menambah pengetahuan

tentang pelaku pengadaan barang/jasa.

C. Tindak Lanjut

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan lebih memahami tentang
pelaku pengadaan barang/jasa, maka setelah mempelajari modul ini peserta
pelatihan diharapkan dapat memperdalam pemahaman materi dengan mengikuti
pelatihan lanjutan/pelatihan kompetensi lainnya serta mempelajari berbagai
referensi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa, baik melalui buku,

karya ilmiah maupun literatur lain.
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KUNCI JAWABAN
1.B

2.B
3.D
4. A
5.C
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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 15 Tahun
2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 16 Tahun
2018 Tentang Agen Pengadaan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia

Peraturan Lembaga Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog
Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun
2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia
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Agen Pengadaan

Kuasa Pengguna
Anggaran pada
pelaksanaan APBN

Kuasa Pengguna
Anggaran pada
pelaksanaan APBD

Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)

Pejabat Pengadaan

Pengguna
Anggaran

Penyedia

Pelaku Usaha

Penyelenggara
Swakelola

Pokja Pemilihan

Unit Kerja
Pengadaan
Barang/Jasa
(UKPBJ)

Value for Money
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. UKPBJ,

. Pejabat yang memperoleh kuasa dari

. Pejabat

. Tim yang

GLOSARIUM

badan usaha, atau perorangan yang
melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa yang dipercayakan oleh
Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai
pihak pemberi pekerjaan

PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

. Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk

mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara

: Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang

ditetapkan olen PA/KPA untuk melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-
purchasing.

. Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

kementerian negara/lembaga/perangkat daerah

. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan

yang rnelakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.

menyelenggarakan kegiatan secara

Swakelola

: Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan

UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia

. Unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

yang menjadi
Barang/Jasa.

pusat keunggulan  Pengadaan

. Istilah yang digunakan untuk menilai bahwa organisasi

telah memperoleh manfaat yang maksimal dari
barang/jasa yang maksimal dari barang/jasa yang
diadakan.
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